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Mahasiswa Unika Perbaiki Permohonan Uji UU Perdagangan

Jakarta, 11 Maret 2019 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan (UU Perdagangan), pada Senin (11/3), pukul 13.30 WIB dengan agenda perbaikan permohonan.
Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Reza Aldo Agusta,

mahasiswa semester 4 Unika Atmajaya Yogyakarta. Norma yang diajukan untuk diuji, yaitu

Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan:
“(2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat
diperdagangkan meliputi:

d. Jasa Pendidikan; ”

Pada sidang perdana, Selasa (26/2), Damian Agata Yuvens selaku kuasa hukum Pemohon, menyampaikan pada
majelis hakim, Pemohon telah dirugikan dengan semakin meningkatnya biaya pendidikan. Dengan dijadikannya jasa
pendidikan sebagai komoditas perdagangan, biaya pendidikan niscaya akan meningkat karena yang menjadi tujuan
bukan lagi pencerdasan, melainkan berorientasi pada keuntungan. Pendidikan yang diletakkan sebagai komoditas
dalam UU a quo berpotensi menggeser hubungan penyelenggara pendidikan dengan peserta didik menjadi hubungan
antara konsumen dan produsen. Menurut Pemohon, tujuan penyelenggaraan pendidikan di indonesia adalah untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertulis pada pembukaan UUD 1945 alinea 4 sebagai alasan untuk

mengajukan Permohonan Pengujian UU a quo.

Pemohon menilai, UU a quo berpotensi melepaskan negara dari tanggung jawab untuk memberikan prioritas anggaran
pada pendidikan berdasarkan UUD 1945. Seharusnya, pertentangan ini tidak akan terjadi jika jasa pendidikan tidak
dimasukkan dalam UU a quo atau setidaknya diberikan pemaknaan yang sesuai dengan filosofi pendidikan di
indonesia. Oleh karenanya, dalam Petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal a quo bertentangan

dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi dalil tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon memperbaiki alasan permohonannya.
Pemohon perlu mengaitkan adanya penyelenggara pendidikan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan
menjadikan pendidikan sebagai komoditas seperti yang dikhawatirkan Pemohon. Sementara itu, Hakim Konstitusi
Enny Nurbaningsih menilai kerugian yang dialami Pemohon baru bersifat asumsi. Sebaiknya Pemohon lebih
menguraikan kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya pasal yang diujikan. (MHM/ Arif S.)

Tentang Mahkamah Konstitusi
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